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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap
kualitas sumber daya manusia baik secara langsung maupun tidak langsung melalui PDRB per kapita
di Sulawesi Barat. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dari
Badan Pusat Statistik tahun 2010-2021. Model analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear
berganda dengan bantuan program Eviews 10. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran
pemerintah secara langsung berpengaruh positif terhadap kualitas sumber daya manusia. Sedangkan,
pengeluaran pemerintah secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap kualitas sumber daya
manusia melalui PDRB per kapita. Investasi secara langsung berpengaruh negatif terhadap kualitas
sumber daya manusia. Sedangkan, investasi secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap
kualitas sumber daya manusia melalui PDRB per kapita.

Kata Kunci: Pengeluaran Pemerintah, Investasi, PDRB Per Kapita, Kualitas Sumber Daya Manusia

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of government spending and investment on the quality of human
resources, both directly and indirectly through per capita GRDP in West Sulawesi. This type of
research is quantitative using secondary data from the Central Bureau of Statistics for 2010-2021.
The analysis model used is multiple linear regression analysis with the help of the Eviews 10 program.
The results of this study indicate that government spending has a direct positive effect on the quality
of human resources. Meanwhile, government spending does not directly affect the quality of human
resources through GRDP per capita. Investment directly negatively affects the quality of human
resources. Meanwhile, investment indirectly has a positive effect on the quality of human resources
through GRDP per capita.

Keywords: Government Expenditure, Investment, Gross Regional Domestic Product (GRDP) Per
Capita, Human Resource Quality, Economic Growth
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PENDAHULUAN

Sumber daya manusia merupakan salah satu aset fundamental bagi pembangunan suatu
negara. Penting untuk pembangunan kualitas sumber daya manusia (Pulubuhu & Alhaqqi,
2019). Pembangunan manusia mempunyai tujuan utama yang berfokus pada pembangunan
manusia seutuhnya dan seluruhnya, sehingga dapat dikatakan bahwa manusia menjadi fokus
utama dalam pembangunan nasional. Kondisi makroekonomi Indonesia, yang berdampak
pada kualitas hidup dan sumber daya manusia (Akhmad et al., 2019). Sehingga
mencerminkan tantangan dalam peningkatan kualitas layanan yang berpengaruh pada sumber
daya manusia (Karim & Tajibu, 2021). Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional,
yang berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Selatan"
(Saidy et al., 2024). Penting untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia di negara
berkembang (Fahmid et al.,, 2020). Masalah sosial ekonomi dapat mempengaruhi
produktivitas dan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut (Ady, 2015). Dinamika
ekonomi dapat mempengaruhi kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia (Astaman et
al., 2020). Namun dinamika ekonomi juga dapat berkontribusi pada kualitas sumber daya
manusia (Fitrianti & Siswadharma, 2021). Berdasarkan riset sebelumnya juga menemukan
menunjukkan dinamika ekonomi yang dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di
masyarakat (Mustafa et al., 2019). Menunjukkan adaptasi masyarakat yang dapat
mempengaruhi kualitas hidup (Karim et al., 2021). Hal ini sesuai bahwa mempengaruhi
kebijakan publik yang berdampak pada kualitas hidup dan sumber daya manusia (Sirajuddin
et al., 2022). Penting untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas sumber daya manusia
(Karim et al., 2023). Penting untuk dijadikan perhatian dalam perencanaan pembangunan
sumber daya manusia (Reviane, 2017). Sehingga sangat penting untuk menjaga kualitas

sumber daya manusia melalui lingkungan yang sehat (Paddu et al., 2024).

Untuk memaksimalkan pembangunan, Indonesia membutuhkan masyarakat yang
unggul dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Menggambarkan adaptasi ekonomi yang
dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat (Karim et al., 2021). Untuk menghasilkan
manusia yang berkualitas diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas SDMnya.
Motivasi dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Mangilep & Agung, 2015). hal
ini akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia
(Mangilep & Naim, 2021). Adapun kualitas sumber daya manusia dapat diukur melalui

Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM disusun dari komponen pembangunan manusia
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yang dianggap menjadi dasar yaitu dimensi tersebut adalah: umur panjang dan hidup sehat (a
long and healthy life); pengetahuan (knowledge); dan standar hidup layak (decent standard
of living) (1). Berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup Masyarakat adalah hal yang
ingin dicapai (Seniwati et al., 2024). Sehingga hal ini dapat menjadi potensi peningkatan
kualitas hidup (Rumpa et al., 2023). Meningkatkan keberlanjutan ekonomi lokal, yang
berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (Syahid, 2023). Melalui
pencapaian keberlanjutan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia” (Wahyudi et
al., 2022). Meningkatkan kualitas hidup dan sumber daya manusia merata hingga di daerah
(Nursini, 2019).

United Nation Development Programme (UNDP) yaitu lembaga dunia yang bernaung
di bawah Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) memperkenalkan IPM kali pertama pada tahun
1990. Sampai dengan tahun 2016, UNDP telah beberapa kali melakukan revisi metode
penghitungan IPM. Revisi yang cukup besar dilakukan pada tahun 2010. UNDP menyebut
revisi itu dengan era baru pembangunan manusia. UNDP memperkenalkan dua indikator baru
yang sekaligus menggantikan dua indikator metode lama. Angka melek huruf pada metode
lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah; Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita
diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Metode penghitungan dan metode
agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik (2). Indikator pertama
pembentuk IPM adalah umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan angka harapan
hidup (AHH) saat lahir. AHH saat lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang
dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir. Indikator kedua adalah pengetahuan yang diukur
dengan pendidikan, dalam hal ini indikator yang digunakan adalah Rata-rata Lama Sekolah
(RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk
usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. HLS didefinisikan sebagai rata-rata
(tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan penduduk sejak umur tertentu.
Selanjutnya, dimensi ketiga adalah standar hidup layak yang diukur dengan indikator
pengeluaran per kapita yang disesuaikan (PPP). Ketiga dimensi ini terangkum dalam suatu
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (3). Indeks Pembangunan Manusia, yang berperan

penting dalam mengurangi ketimpangan regional (Alfons & Abd Rahman, 2024)

United Nations Development Program (UNDP) juga memperkenalkan suatu indikator
yang telah dikembangkannya, yaitu suatu indikator yang dapat menggambarkan

perkembangan pembangunan manusia secara terukur dan representatif, Indeks Pembangunan
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Manusia (IPM) berkisar antara 0 hingga 100. Semakin mendekati 100, maka hal tersebut

merupakan indikasi

pembangunan manusia yang semakin baik. Kemajuan IPM

menggambarkan intesitas upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pembangunan manusia

dalam suatu periode. Status IPM menggambarkan level pencapaian pembangunan manusia

dalam suatu periode: sangat tinggi (IPM > 80), tinggi (70 < IPM > 80), sedang (60 < IPM >
70), rendah (IPM < 60) (1).

Tabel 1

Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan,

Pulau Sulawesi dan Indonesia Tahun 2020-2021 (persen)

Tahun Sulawes Sulawes Sulawesi Indonesia
Barat Selatan
2010 59.74 66.00 64.25 66.53
2011 60.63 66.65 64.98 67.09
2012 61.01 67.26 65.59 67.70
2013 61.53 67.92 66.16 68.31
2014 62.24 68.49 66.73 68.90
2015 62.96 69.15 67.31 69.55
2016 63.60 69.76 67.91 70.18
2017 64.30 70.34 68.55 70.81
2018 65.10 70.90 69.23 71.39
2019 65.73 71.66 69.93 71.92
2020 66.11 71.93 70.11 71.94
2021 66.36 72.24 70.39 72.29

Sumber: Badan Pusat Statistik diolah, 2022

58
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Tabel 1 di atas menjelaskan dalam dua belas tahun terakhir perbandingan perkembangan

IPM Sulawesi Barat dengan IPM Provinsi Sulawesi Selatan, Pulau Sulawesi, dan Indonesia
yang tiap tahunnya mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kesejahteraan
merupakan sistem suatu bangsa tentang manfaat jasa dalam membantu masyarakat.
Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks
Pembangunan Manusia dengan persentase yang baik menujukkan bahwa dalam daerah
tersebut tingkat kesejahteraan masyarakatnya cukup baik. Namun, jika dibandingkan dengan
dengan rata-rata nasional dalam dua belas tahun terakhir, IPM Sulawesi Barat masih
tertinggal, terlihat dari data diatas dari tahun 2010 hingga 2021 belum pernah menyentuh rata-
rata baik Sulawesi Selatan, regional maupun nasional. IPM Sulawesi Barat hanya berada
diposisi IPM sedang (60 < IPM > 70). Pada tahun 2010 sebesar 59.74 persen sedangkan IPM
Sulawesi Selatan 66.00 persen, IPM regional sebesar 64.25 persen dan IPM nasional sebesar
66.53 persen. Hingga pada tahun 2021 rata-rata IPM Sulawesi Barat terus meningkat namun
hanya mampu mencapai 65.52 persen sedangkan rata-rata IPM Sulawesi Selatan telah
mencapai 72.24 persen, IPM regional sebesar 70.39 persen dan rata-rata nasional sebesar

72.29 persen.

Faktor yang paling menentukan karakter dan kecepatan pembangunan suatu bangsa
adalah modal manusia, sumber daya alam hanyalah raw material yang sifatnya pasif sehingga
tidak dapat menentukan kecepatan dalam pembangunan negara (4). Hal ini menunjukkan
bahwa Sulawesi Barat memiliki pembangunan manusia yang belum mampu mendorong
kecepatan pembangunan daerah. Sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup
masyarakat di wilayah tersebut (Mangilep et al., 2019). Hal ini berarti, pengeluaran
pemerintah turut mempengaruhi tingkat kualitas sumber daya manusia. Sehingga dapat
memengaruhi akses dan kualitas layanan publik yang diberikan (Qalbi et al., 2020).
Pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi investasi domestik swasta, yang penting untuk
pertumbuhan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia (Fitrianti et al., 2015). Kualitas
layanan memiliki pengaruh signifikan pada kualitas sumber daya manusia (Aziza et al., 2020).
Sangat penting untuk memastikan akses layanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat
yang dapat mendorong kualitas hidup (Saru et al., 2023). Mendukung pengembangan kualitas
sumber daya manusia di Indonesia (Nursini, 2020). Mempengaruhi kualitas hidup dan sumber

daya manusia melalui kebijakan yang berkelanjutan (Paddu et al., 2024).

Meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan, pada gilirannya, kualitas sumber daya
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manusia (Wati et al., 2024). Penting untuk menjaga kualitas sumber daya manusia melalui
lingkungan yang sehat" (Paddu et al., 2024). Riset sebelumnya menunjukkan bahwa kualitas
kesehatan masyarakat berpengaruh besar terhadap potensi pengembangan sumber daya
manusia (Zulkifli et al., 2024). Selain dari Kesehatan pendidikan juga sangat mempengaruhi
sesuai riset yang dilakukan sebelumnya oleh (Syamsudin et al., 2024) pendidikan tinggi di
Indonesia berperan penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia yang kompetitif
di tingkat global. Inklusi keuangan ini akan berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber
daya manusia (Anwar et al., 2022). Menstabilkan inklusi keuangan, yang pada gilirannya
mendukung peningkatan kualitas hidup (Anwar et al., 2020). Pengeluaran pemerintah
terhadap kesejahteraan, yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia (Indraswat,
2017). Meningkatkan infrastruktur energi, yang penting untuk pengembangan kualitas hidup
dan sumber daya manusia (Paddu et al., 2024). Energi terbarukan di Indonesia sangat penting
untuk mencapai netralitas karbon dan mendukung pembangunan berkelanjutan yang
berdampak pada kualitas sumber daya manusia (Saudi et al., 2024). Maka pada akhirnya
dapat berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup
(Caroline et al., 2021).

Mendukung pembangunan berkelanjutan, yang akan meningkatkan kualitas sumber
daya manusia (Fitrianti & Siswadharma, 2021). Meningkatkan partisipasi masyarakat dan
kualitas sumber daya manusia di berbagai sektor (Syahid & Syahwiah, 2021). Berkontribusi
pada peningkatan ekonomi lokal dan kualitas sumber daya manusia (Caroline et al., 2021).
Berhubungan langsung dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat
(Reviane et al., 2024). Berdampak pada pengurangan ketimpangan regional dan peningkatan
kualitas sumber daya manusia (Paddu, 2017). Mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara
langsung berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang menjadi kunci
untuk mengatasi ketimpangan regional di Indonesia (Soedarmono, 2023). Pada gilirannya
berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia
di daerah pedesaan (Razak et al., 2023). Perencanaan pembangunan desa dapat meningkatkan
partisipasi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia (Iswandi & Yunus, 2020). Dapat
meningkatkan produktivitas, yang berkontribusi pada pengembangan kualitas sumber daya
manusia (Anwar et al., 2020). Pada akhirnya dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan

kualitas sumber daya manusia di Indonesia (Yunus et al., 2024).

Pertumbuhan PDRB per kapita suatu daerah dapat digunakan sebagai salah satu



JEDS

JURNAL EKONOMIKA DAN DINAMIKA SOSIAL

(2025) 4(2): 55-77 e-1SSN: 2829-2324
indikator yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah.
PDRB per kapita merupakan proyeksi indikator untuk menentukan tingkat pendapatan
perkapita disuatu wilayah. Pengurangan ketimpangan, yang berdampak pada kualitas sumber
daya manusia (Anwar & Mangilep, 2019). PDRB per kapita juga memiliki peran penting
dalam peningkatan indeks pembangunan manusia, karena dari pendapatan yang di terima oleh
seseorang dapat membiayai sekolah agar memiliki pendidikan yang baik yang dapat
mendorong tingkat kesehatan karena mampu memenuhi kebutuhan dasar agar tidak
mengalami penyakit seperti gizi buruk dan dari hal ini akan secara otomatis akan
meningkatkan indeks pembangunan manusia. Kesehatan masyarakat dan, pada gilirannya,
kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut (Sirajuddin et al., 2024). Sehingga dapat
berdampak pada stabilitas ekonomi (Yunus et al., 2024). Hal ini akan berkontribusi pada
peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia” (Yuliany & Nursini, 2022).
Mengurangi ketimpangan ekonomi regional berdampak pada peningkatan kualitas sumber
daya manusia (Tamberan et al., 2020). Dalam 10 tahun terakhir peningkatan dari variabel
pengeluaran pemerintah, investasi, dan PDRB per kapita menunjukkan tren positif, meskipun
terlihat beberapa kali menunjukkan angka penurunan. wawasan tentang efisiensi investasi,
penting untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia (Mangilep et al., 2019). Namun
demikian, peningkatan variabel tersebut tidak beriringan dengan adanya peningkatan yang
signifikan terhadap nilai indeks pembangunan manusia.

Tabel 2
PDRB Per Kapita, Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2010-2021

Pengell.,laran Investasi PDRB Per Kapita
Tahun Pemerintah (Miliar Rupiah) (Rupiah)

(Miliar Rupiah)
2010 607.67 4548.89 14,792,594
2011 731.37 5223.61 16,977,203
2012 868.13 5599.7 18,576,447
2013 1043.99 6253.9 20,457,334
2014 1227.42 6726.59 23,415,055
2015 1385.84 7182.86 25,727,706
2016 2152.02 7984.37 27,513,056
2017 1927.38 8617.01 29,675,856
2018 1746.62 9082.97 32,059,093
2019 2006.03 9630.54 33,592,167
2020 1989.56 8810.67 32,713,242
2021 1986.34 9465.98 35,036,023
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Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat diolah, 2022

Tabel 2 di atas menunjukkan perkembangan pendapatan per kapita Sulawesi Barat dapat
dilihat dari PDRB perkapita yang cenderung meningkat dalam dua belas tahun terakhir. Pada
tahun 2010 menunjukkan sebesar 14,792,594 rupiah terus mengalami peningkatan hingga
tahun 2019 menjadi 33,592,167 rupiah. Selanjutnya, pada tahun 2020 menurun menjadi
32,713,242 rupiah dan kembali meningkat sebesar 35,036,023 rupiah pada tahun 2021.

Peran Investasi yang diukur menggunakan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
terhadap kepentingan pelaku bisnis dan penyusunan kebijakan pemerintah cukup penting, hal
tersebut disebabkan karena meningkatnya Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) akan
meningkatkan penambahan lapangan pekerjaan baru yang terjadi akibat tingginya kebutuhan
pihak swasta pada tenaga kerja dan berimbas pada naiknya PDRB yang meningkatkan
konsumsi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. sangat penting untuk pemberdayaan
ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia” (Wardihan et al., 2021).Tabel 2
menunjukkan investasi yang cukup baik terjadi peningkatan dalam dua belas tahun terakhir.
Pada tahun 2010 hingga 2019 menunjukkan tren yang positif. Pada tahun 2010 menunjukkan
investasi sebesar 4.548,89 miliar rupiah. Kemudian, terus meningkat hingga pada tahun 2019
mencapai 9.630,54 miliar rupiah. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 8.810,67
miliar rupiah. Namun, pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 9.465,98 miliar

rupiah.

Pemerintah daerah memliki kewenangan luas di era otonomi saat ini wajib mampu
memberdayakan alokasi untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Kebijakan fiskal
pemerintah daerah yang tepat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
diharapkan mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia guna meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Tabel 2 menunjukkan pengeluaran pemerintah Provinsi Sulawesi
Barat dalam dua belas tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010 sebesar 607,67
miliar rupiah terus mengalami peningkatan hingga tahun 2016 mencapai 2.152,02 miliar
rupiah. Namun, pada tahun 2017 menurun menjadi 1.927,38 miliar rupiah hingga tahun 2018
menjadi 1.746,62 miliar rupiah. Terjadi peningkatan kembali tahun 2019 sebesar 2.006,03
miliar rupiah hingga tahun 2021 hanya mencapai 1.986,34 miliar rupiah (5).

Dalam era otonomi saat ini, pemerintah memiliki peran penting dalam mengalokasikan,

mendistribusikan, dan menstabilkan sumber daya. Pemerintah daerah memiliki kewenangan
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yang besar dalam hal ini dan harus memanfaatkan alokasi anggaran dengan sebaik-baiknya
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan bahwa kebijakan fiskal
pemerintah daerah melalui APBD dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia dan
kesejahteraan masyarakat. Namun, fenomena yang terjadi di Sulawesi Barat menunjukkan
bahwa tidak semua daerah dengan belanja daerah yang tinggi memiliki indeks pembangunan

manusia yang tinggi pula.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan
judul “Dampak Pengeluaran Pemerintah dan Investasi terhadap Kualitas Sumber Daya
Manusia Daerah Tertinggal”.

METODOLOGI KAJIAN

Lokasi penelitian ini berada di Provinsi Sulawesi Barat yang memiliki lima kabupaten
dan satu kota, di antaranya adalah Mamuju sebagai ibu kota, disusul Majene, Polewali
Mandar, Mamasa, Pasangkayu, Mamuju Tengah. Data yang digunakan dalam penelitian ini
merupakan data sekunder yang bersifat kuantitatif dalam bentuk angka. Sumber data dalam
penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) BPS Provinsi Sulawesi Barat, BPS
Kabupaten Mamuju, BPS Kabupaten Polewali Mandar, BPS Kabupaten Mamasa, BPS
Kabupaten Majene, BPS Kabupaten Pasangkayu, BPS Kabupaten Mamuju Utara.

Adapun data yang digunakan adalah Pengeluaran Pemerintah (Realisasi Belanja
Pemerintah Kabupaten/Kota), Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto), PDRB Per Kapita
dan Kualitas Sumber Daya Manusia (Indeks Pembangunan Manusia) Kabupaten/Kota di
Sulawesi Barat selama tahun 2010-2021.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengutip data
sekunder yang diperoleh dari instansi-instansi terkait, seperti Badan Pusat Statistik di Provinsi
Sulawesi Barat. Data yang sudah ada tersebut dilengkapi dengan dengan studi kepustakaan
dari berbagai dokumen, artikel, dan karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

Y1 = f(X1,X2)
e = gy X;% X,%2 et

Y, = lnay + oy InX; + a, InX, + 1y

Y, = f(X1:X2,Y1)
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el2 = ﬁ0X131X232€ﬁ3Y1+#2

Y, =nfy + By InXy + B InX, + B3V +

Persamaan Y; disubtitusi ke persamaan Y,

Y, = Infy + By InX; + B, InX, + B3 (Inag + ay InX; + a, InX, + puy) + u,

Y, =Infy + f1 InX1 + B, InX, + Inay f3 + a1 f3InXy + a, f3InX, + Lz + sy
Y, =In By + nay B3 + B InX; + By, InX, + ay B3 InX + a, B3 InX, + B3 g + Uy

Dimana:
Y, : PDRB Per Kapita (rupiah)
Y, . Kualitas Sumber Daya Manusia (persen)
X; : Pengeluaran Pemerintah (rupiah)
X, : Investasi (rupiah)
@, . Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB Per Kapita
a, . Pengaruh Investasi terhadap PDRB Per Kapita
By . Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia
B> Pengaruh Investasi terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia
Bs . Pengaruh PDRB Per Kapita terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia
a,f3 : Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia melalui PDRB
Per Kapita
a,B; . Pengaruh Investasi terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia melalui PDRB Per Kapita
W . Errorterm 1
U, . Errorterm 2

HASIL KAJIAN DAN DISKUSI
A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Pandemi COVID-19 yang sempat melanda di tahun 2020 dan 2021 terlihat
memberikan kontraksi terhadap perlambatan pertumbuhan indeks pembangunan manusia.
Tahun 2021, nilai indeks pembangunan manusia hanya bertumbuh menjadi 66.36 persen dari
66.11 persen atau bertumbuh sebesar 0.25 persen. Komponen pembangun indeks
pembangunan manusia, yakni pendidikan (rata-rata lama sekolah & harapan lama sekolah),
kesehatan (angka harapan hidup), dan ekonomi (pengeluaran per kapita) menunjukkan
perbaikan dari tahun 2020 menuju 2021, dan pembangunan manusia Sulawesi Barat masih
berstatus “sedang”, dan masih sama sejak tahun 2011. Komponen pengeluaran per kapita

menunjukkan sedikit penurunan menjadi dari 9,168 ribu rupiah menjadi 9,153 ribu rupiah atau
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turun sekitar -15 ribu rupiah. Sedangkan komponen lainnya menunjukkan peningkatan,
seperti rata-rata lama sekolah yang naik dari 7.89 tahun menjadi 7.96 tahun pada tahun 2021
atau naik sebesar 0.07 tahun, harapan lama sekolah yang naik sebesar 0.09 persen menjadi
12.86 persen pada 2021 dan angka harapan hidup yang meningkat menjadi 65.25 tahun atau
naik sebesar 0.19 tahun.

Pengeluaran pemerintah di provinsi Sulawesi Barat 5 tahun terakhir cukup fluktuatif
Sebelum pandemi COVID-19 melanda (2017-2019), tren dari pengeluaran pemerintah
fluktuatif. Pada tahun 2017, realisasi pengeluaran pemerintah sebesar 1,927.38 miliar rupiah.
Realisasi tahun 2018, menurun menjadi 1,746.62 miliar rupiah atau turun sebesar 180.76
miliar rupiah. Selanjutnya, tahun 2019 realisasi tersebut naik menjadi 2,006.03 miliar rupiah
atau naik sebesar 259.41 miliar rupiah. Pada masa pandemi COVID-19, realisasi pengeluaran
pemerintah cukup menurun, namun tidak menunjukkan penurunan tajam, yakni hanya 17
miliar rupiah. Pengeluaran pemerintah yang bertujuan untuk melindungi dan
mempertahankan sektor riil, menjadi tantangan yang berat bagi pemerintah daerah. Karena,
pemerintah harus meningkatkan pengeluaran pemerintah disaat terjadi penurunan pendapatan
daerah. Selanjutnya, tahun 2021 realisasi pengeluaran pemerintah juga tidak menunjukkan
penurunan yang tajam. Pengeluaran pemerintah hanya menurun menjadi 1,986.34 miliar
rupiah atau menurun sebesar 3.22 miliar rupiah.

Perkembangan aliran investasi di Sulawesi Barat dalam 5 tahun terakhir, berjalan
dengan cukup baik. Sepanjang tahun 2017-2019, tren investasi menunjukkan tren yang positif
dan angka tertinggi terjadi di tahun 2019 dengan total 9,630.54 miliar rupiah. Namun,
kehadiran pandemi COVID-19 memberikan kontraksi yang cukup signifikan terhadap
penurunan aliran investasi di tahun 2020 dan 2021. Tahun 2020, aliran investasi tercatat
sebesar 8,810.67 miliar rupiah atau turun sebesar 819.87 miliar rupiah. Penurunan ini cukup
tajam, karena kontraksi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 yang berkontraksi
terhadap aktivitas perekonomian. Seiring dengan perbaikan di tahun 2021 akan pandemi
COVID-19, nilai aliran investasi kembali naik ke angka normal yakni 9.465.98 miliar rupiah
atau naik sebesar 655.31 miliar rupiah. Perolehan ini naik cukup tajam, bahkan menjadi
perolehan tertinggi kedua selama 5 tahun terakhir di Sulawesi Barat.

B. Hasil Estimasi

Hasil estimasi pada penelitian ini diolah menggunakan software Eviews 10. Berikut
adalah hasil estimasi dari penelitian ini.

Pengaruh Langsung Pengeluaran Pemerintah dan Investasi terhadap PDRB Per Kapita
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Variabel Koefisien Std. t-statistik | Prob.
Error

Konstanta 10.38904 | 2.015218 | 5.155294 | 0.0000
Pengeluaran Pemerintah (X1) | -0.016482 | 0.116626 | -0.141323 | 0.8881
Investasi (X2) 0.499311 | 0.067630 | 7.382984 | 0.0000
R-squared 0.543685
Adjusted R-squared 0.529644
F-statistik 38.72267
Prob (F-statistik) 0.000000

Sumber : Data diolah

Diperoleh persamaan regresi dengan substitusi nilai koefisien pada persamaan berikut:
e¥1 = ag X, X,% eM
et = 32501,45 X10,983653 X21,647585 et
Y, = lnay + InX; + InX, + y4
Y, = 10.38 — 0.016 InX; + 0.49 InX,

Pengaruh Langsung Pengeluaran Pemerintah dan Investasi terhadap Kualitas Sumber

Daya Manusia

Variabel Koefisien Std. t-statistik | Prob.
Error

Konstanta -47.30422 | 10.25228 | -4.614018 | 0.0000
Pengeluaran Pemerintah (X1) | 2.497934 | 0.499948 | 4.996390 | 0.0000
Investasi (X2) -2.742877 | 0.393046 | -6.978514 | 0.0000
PDRB Per Kapita (Y1) 5.788627 | 0.531625 | 10.88856 | 0.0000
R-squared 0.709642
Adjusted R-squared 0.696031
F-statistik 52.13916
Prob (F-statistik) 0.000000

Sumber : Data diolah

Diperoleh persamaan regresi dengan substitusi nilai koefisien pada persamaan berikut:

eVz = Boxlﬁ1xzﬁzeﬁ3Y1 + 1,

ez = 2.857842X112'157350)(20‘0643846326'564343

YZ = lnﬁo + lnX1 + lnXZ + lnY1 + U2
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Y, = —47.30 + +2.49 InX; — 2.74 InX, + 5.78 InY;
Pengaruh Tidak Langsung Pengeluaran Pemerintah dan Investasi terhadap Kualitas
Sumber Daya Manusia Melalui PDRB Per Kapita

Variabel Koefisien Pengaruh
Tidak
o oy o, B3 Langsung
(a.B3)
Pengaruh X1
terhadap Y2 - -0.016482 - 5.788627 | -0.095408
melalui Y1
Pengaruh X2
terhadap Y2 - - 0.499311* | 5.788627 | 2.890325
melalui Y1
Pengaruh Y1
terhadap Y2 188027 ) ) ) )

Sumber : Data diolah

Pembahasan

Pengaruh secara langsung pengeluaran pemerintah terhadap kualitas sumber daya
manusia berpengaruh positif ditunjukkan pada nilai koefisien 3, yaitu sebesar 2.497934. Hal
tersebut berarti bahwa pengeluaran pemerintah sebesar satu persen akan meningkatkan angka
kualitas sumber daya manusia sebesar 2.497934 persen di Sulawesi Barat. Hasil penelitian ini
juga didukung oleh (6) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki efek positif
dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini disebabkan oleh alokasi belanja
yang tepat dari pemerintah daerah untuk memperbaiki infrastruktur dan fasilitas umum, serta
meningkatkan kualitas layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat.
Belanja langsung dan tidak langsung digunakan untuk mencapai tujuan ini, di mana belanja
langsung lebih fokus pada perbaikan infrastruktur dan layanan dasar, sedangkan belanja tidak
langsung digunakan untuk mendukung kinerja unit kerja pemerintah dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Pemberdayaan dan alokasi belanja daerah yang tepat sangat
penting untuk memajukan pembangunan di daerah dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat secara keseluruhan. Indikator kinerja yang baik akan menunjang keberhasilan
dalam mencapai tujuan ini dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Hal ini berarti,

pengeluaran pemerintah turut mempengaruhi tingkat kualitas sumber daya manusia.
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Pengaruh secara tidak langsung pengeluaran pemerintah terhadap kualitas sumber
daya manusia melalui PDRB per kapita tidak berpengaruh ditunjukkan pada nilai koefisien
a,. s sebesar -0,095408. Tidak berpengaruhnya variabel pengeluaran pemerintah dalam
model penelitian ini, disebabkan oleh alokasi belanja pengeluaran pemerintah yang tercermin
dalam APBD tidak teralokasikan ke pembiayaan yang bersifat produktif dan urgent. Sehingga,
alokasi pengeluaran pemerintah tidak terdistribusikan secara efektif dan efisien ke seluruh
lapisan masyarakat dan tidak mampu membawa stabilisasi dalam sebuah perekonomian.
Selain itu, jika terdapat pemborosan dalam tata kelola pengeluaran pemerintah dapat
menyebabkan distorsi dari tujuan pengeluaran pemerintah itu sendiri. Oleh karena itu,
pengeluaran pemerintah tidak optimal dalam meningkatkan pendapatan per Kapita.
Pendapatan per kapita merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan kenaikan
kualitas sumber daya manusia yang tercerminkan dalam Indeks Pembangunan Manusia. Jadi,
nilai kualitas sumber daya manusia yang stagnan atau bahkan menunjukkan penurunan sangat
mungkin terjadi apabila alokasi pengeluaran pemerintah tidak tepat sasaran, efektif, dan
efisien. Karena pengeluaran pemerintah tidak mampu memancing kenaikan dari pendapatan
per kapita itu sendiri.

Dari hasil regresi menunjukkan bahwa pengaruh secara langsung investasi
berpengaruh negatif terhadap kualitas sumber daya manusia. Sedangkan, untuk pengaruh
secara tidak langsung investasi berpengaruh positif terhadap kualitas sumber daya manusia
melalui PDRB per kapita.

Pengaruh secara langsung investasi terhadap kualitas sumber daya manusia yaitu
berpengaruh negatif ditunjukkan pada nilai koefisien B2 yaitu sebesar -2.742877. Hal ini
berarti bahwa investasi sebesar satu persen akan menurunkan angka kualitas sumber daya
manusia sebesar 2.742877 persen di Sulawesi Barat. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan
(7) menemukan melalui penelitian empiris bahwa investasi tidak memiliki pengaruh langsung
terhadap IPM karena investasi yang digunakan dalam studi tersebut tidak secara khusus
ditujukan untuk investasi dalam modal manusia. Oleh karena itu, modal yang diinvestasikan
tidak berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan IPM dalam tahun yang sama.
Namun, di sisi lain, investasi tersebut dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Studi
lain oleh (8) juga menunjukkan bahwa investasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap
Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa data yang
digunakan dalam variabel investasi meliputi investasi keseluruhan yang tergabung dalam

PDRB Pengeluaran, termasuk investasi fisik secara keseluruhan dan bukan hanya investasi di



JEDS
JURNAL EKONOMIKA DAN DINAMIKA SOSIAL
(2025) 4(2): 55-77 e-1SSN: 2829-2324
bidang sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan yang merupakan indikator dalam
IPM.

Pengaruh secara tidak langsung menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung
investasi terhadap kualitas sumber daya manusia melalui PDRB per kapita berpengaruh positif
ditunjukkan pada nilai koefisien a,.B; sebesar 2.890325. Artinya, secara tidak langsung
investasi sebesar satu persen akan menaikkan kualitas sumber daya manusia sebesar 2.890325
persen di Sulawesi Barat. Hal ini sejalan dengan penelitian (7) investasi tidak dapat
mempengaruhi IPM secara langsung pada tahun yang sama melainkan membutuhkan waktu
melalui peningkatkan pendapatan perkapita kembali atas investasi tersebut dalam proses
pertumbuhan ekonomi untuk tahun-tahun berikutnya. Karena PMTB yang tepat sasaran dan
efektif dapat membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur yang
diperlukan untuk kehidupan yang lebih baik, seperti akses ke pendidikan, kesehatan, air
bersih, dan sanitasi. Dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas dan pelayanan
ini, maka kualitas hidup masyarakat dapat ditingkatkan dan IPM dapat meningkat.

PDRB per kapita berpengaruh secara langsung dan positif terhadap kualitas sumber
daya manusia sebesar 5.788627. Hal ini sejalan dengan (9) yang menyatakan bahwa terdapat
hubungan positif yang signifikan antara indeks pembangunan manusia dan PDRB per kapita.
Kemudian, (10) juga menyatakan bahwa variabel PDRB per kapita berpengaruh positif dan
signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Ketika pendapatan masyarakat
meningkat, masyarakat bisa mengakses fasilitas pendidikan, kesehatan dan mendorong
terjadinya peningkatan daya beli sehingga dapat dikatakan kualitas sumber daya manusia
dapat meningkat.

Hubungan antara PDRB per kapita dan IPM erat karena semakin tinggi PDRB per
kapita suatu wilayah, semakin besar kemungkinan untuk memiliki IPM yang lebih tinggi.
Pendapatan yang lebih tinggi dapat memberikan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan
yang lebih baik, serta meningkatkan ketersediaan pangan dan kesejahteraan sosial. Oleh
karena itu, PDRB per kapita yang lebih tinggi cenderung berdampak positif pada peningkatan
IPM suatu wilayah. Oleh karena itu, peningkatan PDRB per kapita dapat menjadi fokus

strategi pembangunan untuk meningkatkan IPM dan kesejahteraan penduduk suatu wilayah.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat 2 hal yang dapat disimpulkan, yakni pengaruh

langsung pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas sumber daya
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manusia, yang berarti bahwa pengeluaran pemerintah mampu mendorong peningkatan
kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Barat. Sedangkan, pengeluaran pemerintah secara
tidak langsung tidak berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia melalui PDRB per
kapita, dalam peneltian tidak berpengaruh, disebabkan oleh alokasi belanja pengeluaran
pemerintah yang tercermin dalam APBD tidak teralokasikan ke pembiayaan yang bersifat
produktif dan urgent.

Pengaruh langsung investasi berpengaruh negatif terhadap kualitas sumber daya
manusia, karena investasi yang digunakan dalam studi tersebut tidak secara khusus ditujukan
untuk investasi dalam modal manusia. Oleh karena itu, modal yang diinvestasikan tidak
berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan IPM dalam tahun yang sama. Sedangkan,
investasi secara tidak langsung berpengaruh positif melalui PDRB per kapita, artinya investasi
tidak dapat mempengaruhi IPM secara langsung pada tahun yang sama melainkan
memerlukan waktu melalui peningkatkan pendapatan perkapita kembali atas investasi untuk
memberikan manfaat yang signifikan bagi peningkatan kualitas hidup dan kemakmuran
masyarakat

Oleh karena itu peneliti menyarankan kepada pemerintah agar mengalokasikan untuk
hal-hal yang strategis, produktif, dan urgent. Karena alokasi yang tepat sasaran dapat
memancing distribusi yang baik dan stabilisasi dalam perekonomian. Sehingga perlahan-
lahan, pendapatan rata-rata masyarakat dapat meningkat yang kemudian akan memancing
perbaikan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, investasi harus diarahkan pada hal-hal
yang bersifat prioritas dan produktif seperti perbaikan dan pembangunan infrastruktur yang
akan memancing perekonomian wilayah. Pada akhirnya investasi yang diarahkan pada
prioritas dan sarana produktif akan mempermudah akses masyarakat setempat terhadap

layanan pendidikan, kesehatan, serta meningkatkan pendapatan masyarakat secara rata-rata.
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